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NOIIIOR i\ z.TUN.1/ 115 tOI.01.31v2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WLAYAH BIROKRASI BERSIH DAN METAYANI

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADITAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

: a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona lntegritas
dan untuk mewuiudkan Wlayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu

dibentuk Tim Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakartai

b. Bahwa Hakim dan Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini

dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

: 1- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman:

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana KoruPSi;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak

Pidana KoruPSi;

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

8. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan KoruPsi;

9. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 20'14 tentang Pedoman

Pembangunan Zona lntegritas Menuiu Wilayah Bebas dari Korupsi

aan wfJvafr Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstansi

Pemerintah:



Menetapkan

Kedua

Keempat

SALINAN

Ketiga

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor:
1944,/KMAJSI(XU2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona lntegritas Mahkamah Agung Republik lndonesia;

MEMUTUSKAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wlayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta;

Membentuk Tim Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wlayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lamprran Kepulusan rni:

Tim Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wlayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi
6 (enam) Komponen Pengungkit yang terdiri dari i

1. ManajemenPerubahan.
2. PenataanTatalaksana.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
5. PenguatanPengawasan.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN).

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat Pencari Keadilan.

Menyampaikan laporan hasil kegiatan pelayanan
pertanggungjawabannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta secara rutin;
Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik lndonesia Nomor 51 Tahun 20'14:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hariterdapat kekeliruan dalam keputusan iniakan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung
jawab.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Jakarta.
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Memperhatikan

Pertama

Kelima

Dan 2 (dua) Komponen Hasil yang terdiri dari :



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA P€NGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA
NoMoR :W2.TUN.1/ \119 nt ot tttuzozt
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WLAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO KETERANGANOINAS TIM

1 IRHAI4IO SH KETUA
PENANGGUNG

2 SUTIYONO 5H MH KETUA
3

ONO I]ARYONO, SE SEKRETARIS SEXRETAR S I

5 BAGUS NURI]AOIWIOJOYO JURUSITA PENGGANTI SEKRETARIS II

NO KO[4PONEN
PENGUNGKITDINAS TM

1
Dr. HARI HARTOMO SETYO
NUGROHO SH MH

HAKIM KOOROINATOR I

MANAJEMEN

2 ELFIANY SH M Kn KOORDINATOR II

3
AKHOIAT SASTROOINATA,
SH MH

ANGGOTA

ONO HARYONO SE SEKRETAR S ANGGOIA
5 PANLIERA PENGGANT ANGGOTA

6 IIARIA MAGDHALENA PANITERA PENGGANTI ANGGOTA

M IOBAL AROZA SH MH PANITERA PENGGANTI
8 AFIKRL, SE MH JURUSITA PENGGANTI ANGGOTA
9 BAGUS NURHADIWOJOYO JURI-ISITA PENGGANTI ANGGOTA

t0 HARRY I\4ARANGKUP TUA,
S Sos.

PENGELOLA PERKARA ANGGOTA

11
ANOREW JONATHAN TARIGAN,
SH

ANGGOTA

12 EDWN BATHZEBA A Md CPNS ANGGOTA
13 M RIZAL MUSLIM A Md I]ONORER ANGGOTA

1 Dr. NASRIFAL, SH. MH.
2 I DEWA GEOE PUJA SH MH HAKIM KOORDINATOR II

3 TAUFIK PERDANA SH MH ANGGOTA
ONO HARYONO, SE SEKRETARIS ANGGOTA

5 I\,lILATUL KHAN FAH, SH
KA. SUA. BAG,
KEPEGAWAIAN ORTALAX

ANGGOTA

6 TIAS DESCARIASTY SH
KA SU8, BAG
PERENCANAAN IT OAN ANGGOTA

7 PANIIERA PENGGANTI ANGGOTA

I M, SALOMO F SIMANDJUNTAK,
ST,,SH, PANITERA PENGGANTI ANGGOTA

I BAGUS NURHAD]WlDJOYO JURUS]TA PENGGANTI ANGGOTA

t0
STAF SUB BAG
PERENCANAAN IT OAN ANGGOTA

11 EOWN AA'THZEAA. A Md CPNS
12 M RZAL MUSLIM, A l',ld HONORER ANGGOTA

1 MUHAMAD ILIIAM SH MH KOORDINATOR I

PENATAAN SISTEM
MANA.]EMEN SOM

2
&AM&ANG SOEBIYANTORO
SH MH, KOORDINATOR II

3 SYAFAAT, SH MH,MM ANGGOTA
ONO HARYONO, SE SEKRETARIS ANGGOTA

5 IlIILATUL KHAN]FAH, SH KA SUB. BAG
KEPEGAWAIAN ORTALAK ANGGOTA

6 IKA SALAHUDDIN. SE KASUB,BAG, UMUM OAN
XEUANGAN ANGGOTA

TIAS OESCARIASTY, SIl KA SUB BAG.PERENCANAAN
ANGGOTA

8 LIA UTAMI MNWANGSIH,
SE MH. ANGGOTA

9 PENGOLAH INFORMASI OAN
XOMUNIKASI ANGGOTA

t0 SLAMET SUGIARTO PENGAOMINISTRASI
ANGGOTA

tl SUGENG S]SWOYO TEKNISISARANA OAN
ANGGOTA

12 HERU SETIAWAN A Md HONORER ANGGOTA

METTI SUSANTI

I PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AGq!1 ALJERNIH



1 DYAH WOIASTUTI SH MH KOOROINATOR I

PENGUATAN
AKUNTAAILITAS

KINERJA

2 ENRICO SIMANJUNTAK SH MH
3 ONO IIARYONO SE SEKRETARIS ANGGOTA

IKASALAHUOIN, SE KA SUA BAG UMUM OAN
ANGGOTA

5 TIAS OESCARP"STY, SH TA,SUB BAG PERENCANAAN

6 TITIN RUSTINIH SH.Mh PANITEFA PENGGAN-TI ANGGOTA
'| SRIW]OATI SH PANITERA PENGGANTI ANGGOTA
8 ANITHA SYAHRINI, SH PANITEF} PENGGANTI ANGGOTA
9 SRI MUXAROMAH SH PANITERA PENGGANTI ANGGOTA
10 PANITERA PENGGANTI ANGGOTA
11 NANIK SETYORINI, A Md BENDAI]ARA PENGELUARAN ANGGOTA

12
PENGELOTA KEUANGAN
KEPANITERAAN PERKARA

ANGGOTA

13 FRANZISXAJUNITA H PENGqOMINISTRASI
PERSURATAN ANGGOTA

14
PENNGAOMINISTRASI

ANGGOTA

1 NELVY CHRISTIN SH MH KOORDINATOR I

PENGT]ATAN

2 BUDIAMIN RODOING SH MH HAKIM KOORDINATOR II
3 DI UMAR OANI SH MH HAKIM ANGGOTA

MOI]AMAO SYAUQIE, SH.MH ANGGOTA
5 PANITERA MUDA HUKUM ANGGOTA
6 SRI IiARTANTO, SH.M.KI PANITERA MUOA PERKARA ANGGOTA

Ora ENI NURAENI PANITERA PENGGANTI ANGGOIA
8 OIAH KUMALA DEW SH ,MH PANITERA PENGGANTI ANGGOTA
9 PANITERA PENGGANTI ANGGOTA
r0 OEwl AOUA KUSIJMASARI SH PANITERA PENGGANTI ANGGOTA
11 SRIAMBARWATI, SH.MH PANITERA PENGGANTI ANGGOTA

12
PERADILAN

ANGGOTA

13 GENOROWSNUBROTO PENGAOMINlSTRASI HUKUM ANGGOTA
PENG,ADMINLSTRASI HUKUM

15 SOTIHIN PENGADMINISTRASI HUKUM ANGGOTA

1 DANAN PRIAM&qDA 5H MH KOORDINATOR I

KUALIIAS

PUALX

2 INOAH MAYASARI, SH.MH KOORDINATOR II

3 MERNACINThIA, SH MH ANGGOTA
Or ANDI MUH ALI RAHMAN,
SH.Mh

5 SUOARSONO SH MH ANGGOTA
6 ANGGOTA
1 PANITERA MUOA HUKUM ANGGOTA
8 SRI IIARTANTO SH MH PANIIERAMUDA PERKARA ANGGOTA
9 PANITERA PENGGANII ANGGOTA
10 TRIAHAKTIADI SH MH PAN]TERA PENGGANTI ANGGOTA
11 HERI SUSANTO, SH MH PANITEFA PENGGANTI ANGGOIA
12 RISMA HI]TAJULU SH PANITERA PENGGANTI ANGGOTA

13 SIMANUNGKALIT. A.Md
JURUSITA PENGGANII ANGGOTA

MURTI IIANOAYANI PRIBADI, JURUSITA PENGGANTI ANGGOTA

15 ANGGOTA

16
ANOREW JONATIIAN TAR|GqN,
SH,

ANGGOTA

LUOOtMTN, Srl PRANATA KEARSIPAN ANGGOTA

Ditetapkan di
Pada Tanggal

PENGAO

Jakarta.
Februari 2021

KETUA
SAHA NEGARA JAKARTA,
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,+

3198603 I 004.

KOOROINATOR N

ANGGOTA


